
ABSTRAK 

 
 Kepemilikan saham silang merupakan keadaan saat Perseroan memiliki saham dari 

Perseroan lain yang memiliki saham dari Perseroan tersebut. Praktek kepemilikan saham silang 

dilarang secara tegas dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Meskipun dilarang, namun praktek kepemilikan saham silang masih sering terjadi di 

Indonesia. Salah satu contohnya adalah PT Anggada Perkasa-PT Transindo Putra Perkasa-PT 

Megah Jaya Prima. 

 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah latar belakang praktek 

kepemilikan saham pada PT Anggada Perkasa-PT Transindo Putra Perkasa-PT Megah Jaya Prima 

serta kesesuaian kepemilikan saham silang pada PT Anggada Perkasa-PT Transindo Putra 

Perkasa-PT Megah Jaya Prima dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan 

normatif (library research). Sumber data berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari 

bahan-bahan hukum. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat deskriptif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertukaran saham yang dilakukan oleh PT Anggada 

Perkasa-PT Transindo Putra Perkasa melalui perantara PT Megah Jaya Prima dilakukan karena 

sulitnya perpindahan saham kepada pihak diluar pemegang saham, keinginan PT Anggada Perkasa 

untuk memperkuat posisinya sebgai pemimpin Anggada Perkasa Grup, serta ketiga perseroan yang 

menjadi pemegang saham mayoritas pada masing-masing perseroan. Kepemilikan saham silang 

dilarang pelaksanaannya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, namun undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi terhadap 

pelaksana praktek kepemilikan saham silang. Sementara Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 27 (Kepemilikan Saham) Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha mensyaratkan 

adanya penguasaan terhadap saham mayoritas pada dua atau lebih perseroan apabila pengaturan 

terkait kepemilikan saham silang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha akan dikenakan kepada pelaku usaha. Hal ini 

menyebabkan tidak adanya sanksi yang dikenakan kepada PT Anggada Perkasa, PT Transindo 

Putra Perkasa, dan PT Megah Jaya Prima. 
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